
Mah
ka

m
ah

 A
gung R

ep
ublik

 In
dones

ia

Mah
ka

m
ah

 A
gung R

ep
ublik

 In
dones

ia

Mah
ka

m
ah

 A
gung R

ep
ublik

 In
dones

ia

Mah
ka

m
ah

 A
gung R

ep
ublik

 In
dones

ia

Mah
ka

m
ah

 A
gung R

ep
ublik

 In
dones

ia
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P U T U S A N

Nomor 80/Pdt.G/2023/PA.Blu.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Bolaang Uki yang memeriksa dan mengadili perkara perdata

cerai  gugat  pada tingkat  pertama,  dalam sidang Hakim Tunggal  telah  menjatuhkan

putusan sebagai berikut dalam perkara antara :

Penggugat, NIK -, tempat dan tanggal lahir Saibuah, 15 November 1997 (26 tahun),

agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga,

tempat  kediaman  di  Kabupaten  Bolaang  Mongondow  Selatan,

Selanjutnya disebut sebagai Penggugat;

melawan

Tergugat,  tempat dan tanggal  lahir  Taludaa,  15 Juli  1995 (28  tahun),  agama Islam,

pendidikan  SD,  pekerjaan Mekanik,  tempat  kediaman  di

Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan, Selanjutnya disebut

sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut ;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara ; 

Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat di depan sidang ;

Telah memeriksa semua alat bukti di persidangan; 

DUDUK PERKARA

Bahwa  Penggugat  dalam  surat  gugatannya  tanggal  13  Juni  2023  telah

mengajukan gugatan perceraian,  yang  telah  didaftarkan di  Kepaniteraan Pengadilan

Agama Bolaang Uki dalam register perkara Nomor 80/Pdt.G/2023/PA.Blu., tanggal 13

Juni 2023, dengan dalil dan alasan sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah menikah pada tanggal 01 Juli 2015

yang  dicatat  oleh  Kantor  Urusan  Agama  Kecamatan  Posigadan,  Kabupaten

Bolaang Mongondow Selatan, sesuai Duplikat Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor:

-, tanggal 13 Juni 2023;
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2.  Bahwa  sebelum  menikah  Penggugat  berstatus  Perawan,  sedangkan  tergugat

berstatus Jejaka;

3. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orang

tua Penggugat  di  Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan,  selama 3 tahun dan

pindah ke tempat kediaman bersama yang Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan

sampai terjadi perpisahan;

4. Bahwa dari pernikahan Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai seorang anak yang

bernama Anak Penggugat dan Tergugat, Laki-laki, tempat tanggal lahir Saibuah, 01

September 2016, Umur 6 tahun;

5. Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sejak awal pernikahan mulai terjadi

perselisihan dan pertengkaran;

6. Bahwa perselisihan Penggugat  dan Tergugat  disebabkan karena Tergugat  sering

melakukan  KDRT  kepada  Penggugat  dan  anak  dibagian  badan  dan  kepala

Penggugat;

7. Bahwa Akibat  dari  perselisihan dan  pertengkaran  tersebut,  akhirnya  sejak  bulan

Februari tahun 2023 hingga sekarang, selama kurang lebih 4 bulan, Penggugat dan

Tergugat telah berpisah tempat tinggal karena Penggugat telah pergi meninggalkan

tempat  kediaman  bersama  dan  tidak  pernah  kembali  lagi,  dan  sejak  saat  itu

Tergugat  tidak  lagi  melaksanakan  kewajibannya  sebagai  suami  terhadap

Penggugat;

8.  Bahwa  adanya  upaya  dari  keluarga  untuk  merukunkan  kembali  Penggugat  dan

Tergugat namun upaya tersebut tidak berhasil;

9. Bahwa dengan keadaan sebaimana tersebut di atas, Penggugat merasa sudah tidak

sanggup lagi untuk tetap mempertahankan ikatan pernikahan dengan Tergugat dan

memilih untuk bercerai dengan Tergugat;

10. Bahwa Penggugat sanggup membayar biaya perkara menurut ketentuan yang ada;

Bahwa berdasarkan alasan/dalil-dalil  di atas, Penggugat mohon kepada Ketua

Pengadilan Agama Bolaang Uki  cq.  Hakim Tunggal  yang memeriksa perkara ini

berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut : 
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Primer :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;

2. Menjatuhkan  talak  satu  ba’in  shughra Tergugat  (Tergugat) terhadap  Penggugat

(Penggugat);

3. Membebankan biaya perkara menurut hukum;

Subsider :

Atau bilamana Hakim Tunggal  yang memeriksa perkara ini  berpendapat  lain,

mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono)

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat dan Tergugat

hadir menghadap dipersidangan, namun Tergugat tidak pernah hadir lagi pada sidang-

sidang berikutnya;

Bahwa Hakim Tunggal telah berupaya mendamaikan  Penggugat dan Tergugat

secara langsung di depan sidang, namun tidak berhasil;

 Bahwa Hakim Tunggal  menjelaskan kepada Penggugat  dan Tergugat  bahwa

sebelum  pemeriksaan  perkara  dimulai,  Penggugat  dan  Tergugat  diwajibkan  untuk

menempuh mediasi sebagaimana diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung Republik

Indonesia Nomor 3 bulan 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan;

Bahwa kemudian Hakim Tunggal menjelaskan pengertian dan tata cara mediasi

dengan menyatakan:

• "Sesuai dengan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 3 bulan

2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan bahwa pada hari sidang yang telah

ditentukan  dan  dihadiri  Para  Pihak  maka  Para  Pihak  wajib  menempuh  proses

mediasi.

• Mediasi adalah cara penyelesaian sengketa melalui proses perundingan untuk

memperoleh kesepakatan Para Pihak dengan dibantu oleh Mediator.

• Manfaat mediasi adalah menyelesaikan sengketa secara lebih sederhana, cepat

dan biaya ringan, sesuai dengan kebutuhan dan kepentingan, serta tetap menjaga

hubungan baik.

Hal. 3 dari 14 Putusan Nomor 80/Pdt.G/2023/PA.Blu 

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas
pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id    Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 3



Mah
ka

m
ah

 A
gung R

ep
ublik

 In
dones

ia

Mah
ka

m
ah

 A
gung R

ep
ublik

 In
dones

ia

Mah
ka

m
ah

 A
gung R

ep
ublik

 In
dones

ia

Mah
ka

m
ah

 A
gung R

ep
ublik

 In
dones

ia

Mah
ka

m
ah

 A
gung R

ep
ublik

 In
dones

ia

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

• Para Pihak yang bersengketa  wajib  menghadiri  langsung pertemuan mediasi

dengan  iktikad  baik.  Apabila  tidak  hadir  tanpa  alasan  yang  sah  maka  dapat

dikategorikan tidak beriktikad baik dan dikenakan sanksi membayar biaya mediasi.

• Dalam proses mediasi, Para Pihak dapat memilih mediator hakim atau mediator

nonhakim. Jika memilih mediator nonhakim maka biaya ditanggung Para Pihak.

• Apabila  proses  mediasi  mencapai  kesepakatan  yang  dituangkan  dalam

Kesepakatan  Perdamaian,  maka  Para  Pihak  dapat  memilih  Kesepakatan

Perdamaian akan dikuatkan dengan Akta Perdamaian atau mencabut gugatan.

• Apabila Para Pihak sudah memahami dan mengerti, silahkan menandatangani

formulir penjelasan tentang mediasi".

Bahwa  atas  penjelasan  Hakim  Tunggal  tersebut,  selanjutnya  Penggugat  dan

Tergugat  menyatakan  telah  memahami  penjelasan  tersebut  dan  bersedia  untuk

menempuh mediasi dengan beriktikad baik;

Bahwa kemudian Penggugat dan Tergugat menandatangani formulir penjelasan

mediasi yang memuat pernyataan bahwa Penggugat dan Tergugat telah mendapatkan

penjelasan tentang tata cara mediasi dan bersedia untuk menempuh mediasi dengan

beritikad baik;

Bahwa Hakim Tunggal memberikan penjelasan kepada Penggugat dan Tergugat

tentang  prosedur  mediasi  dan  pemilihan  Mediator  Hakim  yang  ada  di  Pengadilan

Agama Bolaang Uki, selanjutnya Penggugat dan Tergugat sepakat memilih Mediator

Hakim,  Zumma  Nadia  Arrifqi,  S.H.I,  dan  menandatangani  kesepakatan  pemilihan

mediator;

Bahwa  atas  Mediator  yang  sudah  disampaikan,  kemudian  Hakim  Tunggal

menunjuk Mediator tersebut dengan membuat dan mengucapkan penetapan perintah

melakukan mediasi dan penunjukan mediator;

Bahwa mediasi dengan Mediator Hakim pada Pengadilan Agama Bolaang Uki

tersebut telah dilaksanakan, dan dalam laporannya tertanggal 20 Juni 2023 dan 21 Juni

2023  bahwa  mediasi  tidak  dapat  dilaksanakan karena  pada  saat  mediasi  kedua,

Tergugat tidak hadir dalam mediasi;
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Bahwa  meskipun  mediasi  tidak  dapat  dilaksanakan,  Hakim  Tunggal  tetap

berusaha menasehati Penggugat agar kembali rukun membina rumah tangga dengan

Tergugat, namun tidak berhasil;

Bahwa selanjutnya diperiksa pokok perkara dalam sidang tertutup untuk umum

dengan terlebih dahulu dibacakan surat  gugatan Penggugat yang isi dan maksudnya

tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa  untuk  menguatkan  dalil  dan  alasan  gugatannya,  Penggugat  telah

mengajukan alat bukti berupa:

A. Surat-Surat : 

1. Fotokopi  Kartu  Tanda  Penduduk  NIK:  -,  atas  nama  Penggugat,  yang

dikeluarkan  oleh  Dinas  Kependudukan  dan  Catatan  Sipil  Kabupaten  Bolaang

Mongondow Selatan  tanggal  18 Februari  2020, bukti  surat tersebut telah diberi

meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata

sesuai, kemudian diberi tanggal dan diparaf lalu diberi tanda (P.1); 

2. Fotokopi  Duplikat  Kutipan  Akta  Nikah  Nomor:  -  yang  dikeluarkan  oleh

Pegawai  Pencatat  Nikah  Kantor  Urusan  Agama   Kecamatan  Posigadan

Kabupaten  Bolaang  Mongondow  Selatan,  tanggal  13  Juni  2023,  bukti  surat

tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan

aslinya yang ternyata sesuai, kemudian diberi tanggal dan diparaf lalu diberi tanda

(P.2);

B. Saksi-saksi :

1. Saksi  I,  Tempat tanggal  lahir  Saibuah,  2 April  1955 (68 tahun),  agama

Islam, pendidikan SD (Sekolah Dasar), pekerjaan Ibu Rumah Tangga, bertempat

tinggal  di  Kabupaten  Bolaang  Mongondow  Selatan,  di  bawah  sumpah,

memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah ibu kandung Penggugat;

- Bahwa semula kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat dalam

keadaan rukun dan harmonis, awalnya bertempat tinggal di rumah milik orang

tua Penggugat, kemudian berpindah tempat tinggal di rumah milik bersama;

- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah dikaruniai seorang anak;
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- Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sekarang sudah

tidak  rukun  lagi  karena  Tergugat  sering  melakukan  tindak  kekerasan  kepada

Penggugat;

- Bahwa  Tergugat  sering  menganiaya  Penggugat,  Penggugat  pernah

dipukul dibagian wajah kemudian diseret di aspal hingga jatuh terjengkang dan

Penggugat  mengalami  luka  memar  dibagian  siku.  Tergugat  juga  pernah

menganiaya dan memukul Penggugat saat Penggugat hamil anak pertama yang

mengakibatkan bayi tersebut meninggal dalam kandungan. Saksi juga pernah

menyaksikan Tergugat  memukul  Penggugat  pada bagian mata  hingga merah

dan memukul punggung Penggugat dengan kayu hingga kebiruan;

- Bahwa saksi dan beberapa saksi mata saat itu berusaha melerai namun

tidak berhasil;

- Bahwa Tergugat pernah dilaporkan ke Polsek Posigadan namun hanya

ditahan semalam saja,  karena Penggugat  merasa iba terhadap Tergugat  dan

Penggugat  mencabut  laporannya.  Tergugat  berjanji  tidak  akan  mengulangi

perbuatannya  lagi,  namun  nyatanya  Tergugat  tidak  berubah  dan  tetap

menganiaya Penggugat;

- Bahwa  Penggugat  dan  Tergugat  telah  berpisah  tempat  tinggal  selama

kurang lebih selama 4 bulan lamanya;

- Bahwa selama berpisah, Penggugat dan Tergugat tidak lagi menjalankan

kewajiban sebagai suami istri;

- Bahwa saksi selaku ibu kandung sudah tidak mau mendamaikan antara

Penggugat dan Tergugat;

2. Saksi II, Tempat tanggal lahir Saibuah, 9 Februari 1980 (42 tahun), agama

Islam, pendidikan SMA, pekerjaan IRT, bertempat tinggal di Kabupaten Bolaang

Mongondow  Selatan,  di  bawah  sumpah,  memberikan  keterangan  sebagai

berikut:

- Bahwa saksi adalah sepupu Penggugat;

- Bahwa semula kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat dalam

keadaan rukun dan harmonis, awalnya bertempat tinggal di rumah milik orang

tua Penggugat, kemudian berpindah tempat tinggal di rumah milik bersama;
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- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah dikaruniai seorang anak;

- Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sekarang sudah

tidak  rukun  lagi  karena  Tergugat  sering  melakukan  tindak  kekerasan  kepada

Penggugat;

- Bahwa  Tergugat  sering  menganiaya  Penggugat,  Penggugat  pernah

dipukul dibagian wajah hingga merah;

- Bahwa saksi dan beberapa saksi mata saat itu berusaha melerai namun

tidak berhasil;

- Bahwa Tergugat pernah dilaporkan ke Polsek Posigadan namun hanya

ditahan semalam saja,  karena Penggugat  merasa iba terhadap Tergugat  dan

Penggugat  mencabut  laporannya.  Tergugat  berjanji  tidak  akan  mengulangi

perbuatannya  lagi,  namun  nyatanya  Tergugat  tidak  berubah  dan  tetap

menganiaya Penggugat;

- Bahwa  Penggugat  dan  Tergugat  telah  berpisah  tempat  tinggal  selama

kurang lebih selama 4 bulan lamanya;

- Bahwa selama berpisah, Penggugat dan Tergugat tidak lagi menjalankan

kewajiban sebagai suami istri;

- Bahwa tidak ada upaya damai dari kedua belah pihak;

Bahwa, selanjutnya Penggugat menyampaikan kesimpulannya yaitu tetap pada

gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat, serta mohon putusan;

Bahwa,  untuk  mempersingkat  uraian  putusan  ini  Hakim  Tunggal  menunjuk

kepada hal ihwal sebagaimana yang tercatat dalam Berita Acara Sidang perkara ini

sebagai bagian yang tak terpisahkan dari isi putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang,  bahwa  maksud  dan  tujuan  gugatan  Penggugat  adalah

sebagaimana telah diuraikan  di atas; 

Menimbang,  bahwa  pada  hari-hari  sidang  yang  ditentukan  Penggugat  dan

Tergugat  telah  datang  menghadap  di  persidangan,  dan  selanjutnya  Tergugat  tidak

pernah hadir  dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai  wakil/kuasanya yang sah

untuk hadir di persidangan, meskipun telah dipanggil secara sah dan patut dan telah
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ternyata bahwa ketidakhadiran Tergugat tersebut tanpa disebabkan oleh suatu alasan

yang sah menurut hukum, dengan demikian  haruslah dinyatakan bahwa Tergugat tidak

hadir oleh karenanya perkara a quo tetap diputus secara kontradiktoir;

Menimbang bahwa  Penggugat  dan Tergugat sepakat memilih hakim mediator

bernama  Zumma  Nadia  Arrifqi,  S.H.I sebagai  mediator,  namun  setelah  menempuh

upaya mediasi pertama Tergugat tidak pernah lagi hadir di persidangan sehingga tidak

bisa didengar jawabannya;

Menimbang,  bahwa  Hakim  Tunggal   telah  berupaya  secara  maksimal  untuk

mendamaikan dengan cara menasehati Penggugat agar Penggugat rukun kembali dan

membina rumah tangganya dengan Tergugat akan tetapi upaya tersebut tidak berhasil,

hal ini sesuai ketentuan Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989

Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3

Tahun 2006 dan Perubahan Kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang,  bahwa  Penggugat  dalam  gugatannya  mendalilkan  hal-hal  yang

pada pokoknya menyatakan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak

harmonis lagi  dikarenakan Tergugat sering melakukan KDRT kepada Penggugat dan

anak dibagian badan dan kepala Penggugat;

Menimbang, bahwa oleh karena pada sidang selanjutnya Tergugat tidak pernah

hadir di persidangan, maka ketidakhadiran Tergugat tersebut dapat dianggap sebagai

bentuk  pengakuan  terhadap  dalil-dalil  gugatan  Penggugat,  oleh  karena  itu  Hakim

Tunggal  berpendapat  bahwa  dalil-dalil Penggugat  dinyatakan  dapat  diterima  dan

menjadi fakta yang tetap;

Menimbang,  bahwa meskipun dalil-dalil  permohonan Penggugat  telah dapat

diterima  karena  ketidak  hadiran Tergugat  di  persidangan,  namun  karena  perkara

perceraian  mempunyai  hukum  acara  khusus  (lex  specialis  derogat  lex  generalis),

dimana perkara a quo adalah gugatan perceraian yang disebabkan adanya perselisihan

dan  pertengkaran  secara  terus  menerus  dalam  rumah  tangga  Penggugat  dengan

Tergugat  dan  keduanya  sudah  sulit  untuk  dirukunkan  lagi sebagaimana  dimaksud

dalam  Pasal  19  huruf  (f)  Peraturan Pemerintah  Nomor  9  Tahun 1975,  maka  untuk

memenuhi kehendak Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan

Jo. Pasal 134 Instruksi Presiden Nomor 3 bulan 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam
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(KHI) di Indonesia, Hakim Tunggal harus mendengar keterangan 2 (dua) orang saksi

dari pihak keluarga dan orang-orang yang dekat dengan Penggugat dan atau Tergugat

dan Hakim Tunggal masih membebani pembuktian kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi beban pembuktian sebagaimana tersebut

di  atas,  Penggugat  telah  mengajukan  alat-alat  bukti  surat  (P.1  dan  P.2)  yang  telah

memenuhi  syarat formil  dan materiil sebagai akta otentik sesuai ketentuan Pasal 285

R.Bg., maka Hakim Tunggal berpendapat kedua alat bukti tersebut dapat diterima dan

dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa dalam surat gugatannya, ternyata Penggugat mengajukan

cerai  gugat  terhadap  Tergugat  ke  Pengadilan  Agama  Bolaang  Uki  dengan  pokok

alasannya  antara  Penggugat  dengan  Tergugat  sering  terjadi  perselisihan  yang  sulit

untuk  dirukunkan  lagi,  dan  telah  ternyata  berdasarkan  bukti  (P.1),  telah  ternyata

Penggugat  beragama  Islam  dan  berdomisili  di  wilayah  hukum  Pengadilan  Agama

Bolaang Uki, maka berdasarkan ketentuan Pasal 49 huruf (a) Undang-undang Nomor 3

Tahun 2006 beserta penjelasannya yang telah diubah kembali dengan Undang-undang

Nomor 50 Tahun 2009  dan  Pasal 73 ayat (1)  Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989

yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan diubah kembali

dengan Undang-undang Nomor  50 Tahun 2009,  maka Hakim Tunggal  berpendapat

bahwa Pengadilan Agama Bolaang Uki baik secara absolut maupun relatif berwenang

menerima, memeriksa, mengadili dan menyelesaikan gugatan cerai tersebut;

Menimbang, bahwa dari  alat  bukti  (P.2),  maka terbukti  bahwa Penggugat dan

Tergugat adalah suami istri yang terikat dalam perkawinan yang sah, oleh karena itu

Hakim Tunggal  berpendapat  bahwa Penggugat  dan Tergugat  mempunyai  hubungan

hukum  dalam  perkara  ini  sehingga  Penggugat  mempunyai  kapasitas  atau  legal

standing sebagai  pihak dalam perkara a quo;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi beban pembuktian sebagaimana tersebut

dalam pertimbangan di atas, selain mengajukan alat bukti tertulis, Penggugat juga telah

menghadirkan  2  (dua)  orang  saksi,  saksi-saksi  tersebut  setelah  diperiksa  dibawah

sumpah dan telah memberikan keterangan secara terpisah,hal mana keterangan saksi

saling bersesuaian dan relevan dengan dalil  yang harus dibuktikan oleh Penggugat

maka oleh karenanya, kedua orang saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan
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materil  sebagai  saksi  sebagaimana  ketentuan Pasal  165-179 dan Pasal  309 R.Bg.,

sehingga Hakim Tunggal  dapat  menerima dan mempertimbangan  keterangan saksi-

saksi tersebut lebih lanjut dalam memutus perkara ini ;

Menimbang,  bahwa berdasarkan  keterangan Penggugat  serta  alat-alat  bukti

tertulis  maupun  saksi-saksi yang  diajukan  Penggugat  di  depan  persidangan,  maka

Hakim Tunggal telah menemukan fakta-fakta sebagai berikut:

- Bahwa, Penggugat dan Tergugat  adalah suami  istri  yang terikat  dalam

perkawinan yang sah menurut hukum;

- Bahwa, dalam perkawinan tersebut Penggugat dan Tergugat hidup rukun

dan telah mempunyai seorang anak;

- Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sekarang sudah

tidak  rukun  lagi  karena  Tergugat  sering  melakukan  tindak  kekerasan  kepada

Penggugat;

- Bahwa  Tergugat  sering  menganiaya  Penggugat,  Penggugat  pernah

dipukul dibagian wajah kemudian diseret di aspal hingga jatuh terjengkang dan

Penggugat  mengalami  luka  memar  dibagian  siku.  Tergugat  juga  pernah

menganiaya dan memukul Penggugat saat Penggugat hamil anak pertama yang

mengakibatkan bayi tersebut meninggal dalam kandungan. Saksi juga pernah

menyaksikan Tergugat  memukul  Penggugat  pada bagian mata  hingga merah

dan memukul punggung Penggugat dengan kayu hingga kebiruan;

- Bahwa saksi dan beberapa saksi mata saat itu berusaha melerai namun

tidak berhasil;

- Bahwa Tergugat pernah dilaporkan ke Polsek Posigadan namun hanya

ditahan semalam saja,  karena Penggugat  merasa iba terhadap Tergugat  dan

Penggugat  mencabut  laporannya.  Tergugat  berjanji  tidak  akan  mengulangi

perbuatannya  lagi,  namun  nyatanya  Tergugat  tidak  berubah  dan  tetap

menganiaya Penggugat;

- Bahwa  Penggugat  dan  Tergugat  telah  berpisah  tempat  tinggal  selama

kurang lebih selama 4 bulan lamanya;

- Bahwa selama berpisah, Penggugat dan Tergugat tidak lagi menjalankan

kewajiban sebagai suami istri;
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- Bahwa tidak ada upaya damai dari kedua belah pihak; 

Menimbang,  bahwa  berdasarkan  fakta-fakta  tersebut  Hakim  Tunggal

berpendapat, perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat sudah pecah sedemikian

rupa (Broken Marriage) dan sudah tidak ada harapan akan hidup rukun kembali karena

antara  Penggugat  dan  Tergugat  telah  hilang  rasa  cinta  dan  kasih  sayang  serta

kedamaian sebagai unsur yang fundamental dalam sebuah bahtera rumah tangga yang

bahagia,  dengan  demikian  tidak  terwujud  tujuan  perkawinan  dalam  perkawinan

Penggugat  dan  Tergugat  sebagaimana  dikehendaki  dalam Pasal  1  Undang-undang

Nomor 3 bulan 1974 yaitu membentuk keluarga, rumah tangga yang yang bahagia dan

kekal  berdasarkan  Ketuhanan  Yang  Maha  Esa  atau  rumah  tangga  yang  sakinah

mawaddah dan rahmah sesuai dengan  Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam di Indonesia

(KHI) dan firman Allah SWT. Dalam Al-Qur’an  Surat Ar-Ruum: 21 yang berbunyi:

ا  لتِسَْكنُوُْ       ٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓتهِٰيٰوَمِنْ ازَْوَاجًا انَفُْسِكمُْ مِنْ لكَمُْ خَلقََ وّرَحْمَةً     ٓانَْ مّوَدةًّ بيَنْكَمُْ وَجَعَلَ الِيَهَْا ا

ذ  ۗ فِيْ لَ ٰانِّ يتّفََكرُّوْنَ  ٰيٰلكَِ تٍلقَِوْمٍ

Artinya : “Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah dia menciptakan untukmu

isteri-isteri  dari  jenismu  sendiri,  supaya  kamu  cenderung  dan  merasa

tenteram  kepadanya,  dan  dijadikan-Nya  diantaramu  rasa  kasih  dan

sayang……”;

Menimbang,  bahwa  jika  perkawinan  tersebut  tetap  dipertahankan,  menurut

Hakim  Tunggal  hal  tersebut  hanya  akan  menambah  mudharat  yang  lebih  besar

dibanding dengan  maslahat yang akan didapat,  karena antara satu dengan yang lain

sudah  tidak ada keharmonisan  lagi, sehingga Hakim Tunggal berpendapat menolak

mafsadat  harus didahulukan daripada mendatangkan maslahat  sebagaimana kaidah

ushul fiqh yang berbunyi: 

المصالح جلب من اولى المفاسد درء
Artinya:  “Menolak  kerusakan  lebih  didahulukan  dari  pada  mendatangkan

kemaslahatan”;

Menimbang,  bahwa  dari  fakta  tersebut  diatas  dapat  disimpulkan  bahwa

perkawinan Penggugat dan Tergugat telah pecah dan tidak mungkin dipertahankan lagi

dan  apabila  dipaksakan  untuk  dirukunkan  justru  akan  menimbulkan  beratnya

Hal. 11 dari 14 Putusan Nomor 80/Pdt.G/2023/PA.Blu 

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas
pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id    Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 11



Mah
ka

m
ah

 A
gung R

ep
ublik

 In
dones

ia

Mah
ka

m
ah

 A
gung R

ep
ublik

 In
dones

ia

Mah
ka

m
ah

 A
gung R

ep
ublik

 In
dones

ia

Mah
ka

m
ah

 A
gung R

ep
ublik

 In
dones

ia

Mah
ka

m
ah

 A
gung R

ep
ublik

 In
dones

ia

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

penderitaan pihak Penggugat, oleh karena itu penyelesaian yang dipandang adil adalah

perceraian. Sesuai  dengan pendapat  ulama Sayyid Sabiq dalam kitab Fiqih Sunnah

Juz II : 248  yang diambil alih sebagai pendapat Hakim Tunggal  sebagai berikut: 

ل              إضرارا بها الزوج إضرار ادعت إذا التفريق القاضي من تطلب أن للزوجة أن

أمثالهما      بين العشرة دوام معه طلقها      ...يستطاع بينهما الصلح عن القاضي وعجز

بائنة  .طلقة

Artinya:  "Bahwa  sesungguhnya  seorang  isteri  dapat  meminta  kepada  Hakim  untuk

diceraikan dari suaminya dengan dasar tuntutan bahwa apabila telah ternyata

didalam  perkawinan  terdapat  kemudlaratan  dimana  suami  isteri  tersebut

sudah tidak mampu lagi untuk mempertahankan kelangsungan rumah tangga

itu.... dan Hakim sudah tidak dapat mendamaikan suami isteri tersebut, maka

Hakim menceraikannya dengan talak bain shugra"; 

Menimbang,  bahwa  sesuai  Yurisprudensi  Mahkamah  Agung  RI  Nomor:

379/K/AG/1995 tanggal 26 maret 1997, menyatakan bahwa: “suami- isteri yang tidak

berdiam serumah lagi,  dan tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi,  maka rumah

tangga tersebut telah terbukti retak dan pecah;

Menimbang,  bahwa  berdasarkan  fakta-fakta  dan  pertimbangan-pertimbangan

tersebut di atas, Hakim Tunggal berpendapat bahwa gugatan Penggugat telah terbukti

dan  memenuhi  ketentuan  Pasal  70  ayat  (1)  Undang-undang  Nomor  7  Tahun  1989

Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3

tahun 2006 dan Perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009 Jo.

Pasal 39 ayat (2) Undang-undang Nomor 3 bulan 1974 Jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan

Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 116 huruf (f)  Kompilasi  Hukum Islam di

Indonesia  (KHI)  yang  mensyaratkan:  Perceraian  dapat  terjadi  karena  alasan  atau

alasan-alasan  antara  suami  dan  istri  terus  menerus  terjadi  perselisihan  dan

pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga , oleh

karena itu gugatan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat dinyatakan patut untuk

dikabulkan;

Menimbang, bahwa talak yang dijatuhkan dalam perkara ini adalah talak yang

dijatuhkan oleh Pengadilan Agama maka sesuai Pasal 119 ayat 2 huruf (c) Kompilasi
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Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hukum Islam di Indonesia (KHI) gugatan Penggugat dikabulkan dengan menjatuhkan

talak satu ba'in shughra Tergugat terhadap Penggugat;

  Menimbang,  bahwa perkara  ini  termasuk  dalam lingkup  perkawinan,  maka

berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan

Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan

Perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara

dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat dan memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan yang 

berlaku dan hukum syara’ yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;

2. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat (Tergugat) terhadap Penggugat

(Penggugat);

3. Membebankan  Penggugat  untuk  membayar  biaya  perkara  sejumlah

Rp1.320.000,00 (satu juta tiga ratus dua puluh ribu rupiah); 

Demikian putusan ini dijatuhkan pada hari  Selasa tanggal  11 Juli 2023 Masehi,

bertepatan dengan tanggal  22 Dzulhijah 1444 Hijriah, oleh  Riski  Lutfia Fajrin,  S.H.I.

sebagai  Hakim  Tunggal,  Putusan  tersebut  diucapkan  dalam  sidang  terbuka  untuk

umum pada hari itu juga oleh  Hakim Tunggal  tersebut dan dibantu oleh Muhammad

Mukhtar Luthfi, S.Ag sebagai Panitera, dengan dihadiri oleh Penggugat diluar hadirnya

Tergugat;

Hakim Tunggal

Riski Lutfia Fajrin, S.H.I.
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Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera 

Muhammad Mukhtar Luthfi, S.Ag

Perincian Biaya Perkara:

Pendaftaran

Biaya Proses

Biaya Panggilan

PNBP 

Biaya Redaksi

Biaya Meterai

Rp

Rp

Rp

Rp

Rp

Rp

     30.000,-

     75.000,-

1.175.000,-

     20.000,-

     10.000,-

     10.000,-

Jumlah Rp 1.320.000,-

Terbilang (satu juta tiga ratus dua puluh ribu rupiah).
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